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ABSTRACT

as been known as one of the sanctions in criminal law. Some research PrOVes thyy the
. nt and effective to achieve its objectives. This article discusges how

based on experiences in some developed countries wirh hoping
nal justice system in Indonesia.

Imprisonment h ! .
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to limit the employment of this sanction

those cxperinces can be adopted into the crimi

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah dasar, manusia adalah tujuan, dan manusia adalah pusat, baik bagi
hukum maupun bagi kebidupan bersama.' Segala sesuatu yang menyangkut hukum dag
kehidupan bersama tercipta, ditujukan, dan dipusatkan perhatiannya pada penyelenggaraan
kehidupan bersama. Pandangan ini merupakan pandangan Roeslan Saleh, yang kemudian
pada kesempatan lain ia menyatakan, “Hukum dan kehidupan bersama manusia adalah
kait mengkait satu sama lain. Oleh karenanya hukum seharusnya dipelajari, dan selanjutnya

diterapkan dengan senantiasa dan terus menerus memperhatikan kehidupan bersama dari

manusia dengan situasinya yang aktual.””

Dikatakannya pula, bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi hukum pada umumnya,
dan begitu pula bagi hukum pidana. Dalam hukum pidana, manusia terikat dengan suatu
cara yang tidak hanya mendalam, tetapi banyak segi.* Hukum pidana ditujukan bukan
semata-mata terhadap mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga manusia baik-baik
yang tidak berperan serta untuk terwujudnya suatu delik. Hal demikian dapat dikatakan
karena hukum pidana juga mengenai korban-korban kejahatan, alat-alat negara penegak
hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dan juga para penasihat hukum, bahkan
masyarakat pada umumnya. Pokoknya, semua mahluk manusia merupakan dasar, menjadi
tujuan, dan juga pusat perhatian dari hukum pidana. Oleh karena itu, tidaklah

E‘F:taf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
1 ;)g;la;nl Sal;l;, Hukwm Pidana sebagat Konfrontasi Manusia dan Manusia, Jakarta: Aksara Baru,
» him. 28,

l}i{zcl:(slan Sal-eh, S’uam Peringatan bagi Cendekiawan Hukum Indonesia, Jakarta: Lembaga Pengkajian
um Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991, him, 9
Roeslan Saleh, Op. Cit., him. 29, ‘ .
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menghemnkan apabila Jhering mengumpamakan hukum pidana seperti roman muka

manusia.* dan Henman Manheim menyatakan, bahwa hukum pidana cermin yang palin
erpercaya dari peradaban suatu bangsa.’ ;

Demikian terpengaruhnya hukum pidana dalam kehidupan manusia schingga di
samping mereka yang terus-menerus mendukung dan mengembangkan hukum pidana
maka tidak sedikit pula timbul pikiran-pikiran dari orang yang keberatan terhad ap hukum

pidana ini. Oleh karena itu hukum pidana merupakan suatu wujud nyata adanya konfrontasi
manusia terhadap manusia.

Salah satu keberatan orang akan adanya hukum pidana adalah, sifat keras dari hukum
pidana itu sendiri. Orang dapat mengatakan, bahwa hukum pidana menentukan hidup dan
matinya orang lain. Oleh karena itu keberatan-keberatan akan adahya pidana mati telah
banyak dikemukakan dan dibicarakan orang. Dimulai oleh Beccaria sekitar Abad ke-18.%
(Gagasan beliau ini diikuti oleh beberapa negara Eropa dengan menghapuskan pidana mati
dari kitab undang-undang hukum pidananya, seperti Nerderland (dalam Staatsblad 1870
No. 162) menghapus pidana mati tahun 1870, di Swedia’ pidana mati terakhir dilaksanakan
tahun 1910 sebelum sama sekali dihapuskan di tahun 1928, di Perancis pidana mati
dihapuskan tahun 1981,* dan juga Spanyol tahun 1978, dan lain-lain. Gerakan penghapusan
pidana mati 101 menjalar ke seluruh Eropa ‘dan bahkan ke belahan dunia lainnya.

Indonesia hingga saat ini masih menempatkan pidana mati sebagai salah satu sanksi
pidana dalam stelsel pidananya. Meskipun demikian, apabila dilihat kemungkinan
perkembangannya ke depan, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional, pidana mati tidak lagi tercantum dalam satu paket pasal pidana pokok.” Pidana
mati merupakan pidana yang bersifat khusus.'® Berkaitan dengan itu, Muladi berpendapat,
bahwa penempatan pidana mati di dalam ayat tersendiri terlepas dari paket pidana pokok

Yo Ibid

S Disitir olch Andj Hamzah dalam makalahnya dalam diskusi ilmiah dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta, tanggal 27 Februari 1994

Rocslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakana: Aksara Baru, 1959, him. 3.

George F. Cole, e al., Major Criminal Justice Systems, California: Sage Publication, 1987, hlm.
141,

Anton M. Van Kalmthout & Peter 1P, Tak, Sanction-system in the Member-States of the Council
of Europe, Part, 1, Deventer; Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988, him. 74.

Lihat Pasal 58 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,
" Ibid., Pasal 59.
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sebagai jalan keluar antara kaum “ghyg olision
15["

kan komproni

e karena merupakan . . .
sangat tep ka o , ti bahwa pidana mati me ,
.. Hal ini mengandung ar P rupakan Pidan,

dan kaum wpetentionist
perkccualian.” B
Jadi meskipun pidana mati yang menjadi keberatan sementara orang ju "
uskan dalam stelsel pidana Indonesia, dapat dikatakan keberatan-keberatan o
pus terutama para ahli hukum piday,

dan menjadi perhatian orang,
hukum pidana tidak berhenti dj gy,

diha
itu telah diperlihatkan
Indonesia. Ternyata keti
saja, dengan telah dthapus
di dunia, ketidakpusasan 1

dakpuasan orang terhadap
kannya pidana mati dari sebagaian stelsel hukum negara-negar,

fu juga menular pada macam pidana lainnya, seperti pidan

penjara.
Pidana penjara sebagai bentuk pida
telah mendapat serangkaian keberatan
ditujukan pada lamanya menja
memiliki waktu yang tidak tak ter
orang baik-baik yang karena keadaannya
dan bergaul dengan mereka yang memang penjahat.

Keberatan tidak hanya sebatas pada pidana penjara saja, tetapi juga terhadap penjara
itu sendiri yang kapasitasnya cenderung selalu penuh,'? perlunya biaya yang cukup besar

untuk mengelola suatu rumah penjara, dan akhirnya orang juga mengatakan pidana penjara
bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu keberatan orang

na hilang kemerdekaan yang paling Keras sifatnya,
terhadapnya. Keberatan-keberatan itu terutama
Jani pidana penjara (pidana penjara seumur hidup yang

batas), dampak buruk yang mungkin timbul terhadap
harus dipidana penjara akibat terlalu lama hidup

mengandung nilai yang
terhadap pidana penjara juga didasarkan pada hasil penelitian, seperti yang dilakukan

Anton van Kalmthout dan PJ.P. Tak,” yang menunjukkan bahwa terkadang pidana penjara
tidak efektif, terutama terhadap residivis, yang apabila dibandingkan dengan bentuk
pemidanaan lainnya justru menunjukkan dampak scbaliknya.

Meskipun apabila dilihat dari sejarahnya pidana penjara dan penjara itu sendiri telah
mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, yang menurut Andi Hamzah sejak 300
tahun yang lalu, hingga dikembangkannya sistem kepenjaraan modern di Pennsylvania
Amerika Serikat," dan sampai saat ini pula tetap dilakukan usaha-usaha serupa, tetapi

I H
Muladi, “Jenis-jenis Pidana Pokok d
. . alam KUHP Baru,” Maka ibawakan minar yang
diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta, 1986, sl dbavakan pods ST

12
Anton M, Van Kalmstout & Peter J.P. Tuk, Op. Cit., him. 249
2 Ibid., hlm. 31, |

Andi Hamzah & Siti Raha
Akademika Pressindo, I98§?‘hﬁ:fng5ﬁgjaum Hinaka Sitem Pendanacn et -
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keberatan-keberatan orang terhadap jenis pidana ini tidak berhenti di sity saja. Oleh karena
. dirasakan perlu dicarikan jalan keluarnya lebih lanjut,

Mencarikan jalan keluar terhadap masalah keberatan sebagian orang pada pidana
penjara tidak dilakukan dengan menganjurkan penghapusan pidana penjara dari stelsel
pidana. Juga tidak seperti yang pernah dilakukan, tetapi mengalami kegagalan, yaitu usaha
perancis dan Italia dengan amnesti umum, atau dengan menurunkan maksimum ancaman
pidana penjara bagi delik-delik atas harta kekayaan, ataupun mengurangi pidana secara
otomatis yang dilakukan Denmark, dan lain-lain. Menurut hemat penulis, jalan keluar itu
dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan pidana penjara.

Pembatasan penggunaan pidana penjara telah dilakukan dengan menyarankan orang
untuk menggantikan pidana penjara yang singkat waktu dengan pidana alternatif lain.
Roeslan Saleh mengenai hal ini berpendapat, bahwa sebenamya tahun 1975 telah ada usul
dari William Rentzmann, seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Denmark, yang
berisikan daftar 23 pemidanaan alternatif.'> Beberapa di antara sanksi alternatif tersebut
merupakan hal yang biasa dalam aturan perundang-undangan Eropa, tetapi sebagian
lainnya merupakan hal-hal baru.

Hingga tahun 1985 ada lagi daftar yang diterapkan negara anggota Dewan Eropa
(Europe Council), yang menurut Roeslan Saleh pula, tidak merupakan suatu alternatif yang
mengganti pidana penjara yang singkat waktunya, melainkan pada hakikatnya adalah suatu
alternatif baru pelaksanaan pidana penjara yang telah dijatuhkan.'®

Jadi usaha orang untuk mengurangi penggunaan pidana penjara telah dilakukan tidak
hanya terhadap pidana penjara singkat waktu yang diancamkan, tetapi juga terhadap pidana
penjara lainnya yang telah dijatuhkan hakim, apakah pidana penjara tersebut dalam waktu
singkat, ataupun dalam jangka waktu cukup lama yang harus dijalani terpidana. Pokoknya
sepanjang pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara, orang berupaya untuk
~ mencarikan alternatif pelaksanaannya, baik dengan cara membatasi penggunaan pidana
penjara itu sendiri, maupun dengan menggantikannya dengan jenis pidana alternatif lain.

Berdasarkan hal di atas, Indonesia perlu pula bercermin pada apa yang telah dilakukan
di Eropa, untuk menelusuri kembali dan dicarikan cara-cara untuk mengurangi penggunagan
pidana penjara itu, melihat kondisi objektif keadaan rumah penjara di Indonesia dan lain-

"* Roeslan Saleh, Pidana Lain sebagai Pengganti Pidana Penjara, Pekanbaru: UIR Press, 1989,
him. 1.

1% Ibid.
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lain. Dikatakan “penelusuran kembali” karena sebenarnya memang hg) ge

: , mpa dalam
berbagai tulisan maupun penelitian pernah dilakukan oleh para ahl;.

Selain itu dikatakan “cara-cara untuk mengurangi Penggunaan pidana Penjara” Kereng
memang pidana penjara yang dijatuhkan hakim tetap pidana penjara sesyaj dengan gy ]
pidana Indonesia yang menempatkan pidana penjara sebagai pidana hilang kemerdekaan
yang utama, tetapi eksckusinya diusahakan dalam bentuk lain. Untuk ity penulis Mencoby
;ncngemukakan secara garis besar apa-apa yang telah dilakukan beberapa negara Erop,
untuk mengatasi hal itw, yang sekiranya dipertimbangkan untuk dapat dijadikan Tenunga
dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia. Penulis juga akan meninjau mengenaj hy
ini dari perspektif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasiona], guna
mengetahui sejauh mana mengenai hal ini tela

h diadopsi oleh perancang Kkitab Undang.
undang tersebut.

. CARA-CARA MENGURANGI PENGGUNAAN PIDANA PENJARA DI
BEBERAPA NEGARA EROPA

Seperti telah penulis kemukakan dalam bagian pendahuluan, Upaya-upaya untk
mengurangi penggunaan pidana penjara merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa
Indonesia, dengan melihat kondisi objektif keadaan rumah penjara yang sebagian begar
merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda, yang apabila diperbandingkan dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh sudah ketinggalan zaman. Belum lagi
pengaruh buruk yang mungkin timbul terhadap seseorang yang menjalani pidana penjara,

Keadaan serupa juga sebelumnya menjadi masalah dj beberapa negara Eropa, Untuk
mengantisipasi dan mengatasi masalah tersebut, para petinggi hukum di negara-negara
itu mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang dapat dijadikan bahan masukan bagi
Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sedang mengembangkan sistem hukumnya ke

arah yang lebih maju, yang menurut Sunaryati Hartono diperlukan ketahanan hukum yang
tangguh, budaya hukum nasional yang mantap,

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, termasu
khususnya mengenai masalah pemidanaan, Oleh

beberapa negara Eropa dan kemudian menjadika
dalam mengat

serta kehidupan hukum yang mapan
k di dalamnya bidang hukum pidana,
karena itu apa yang telah dilakukan

n hal itu sebagai pengalaman mereka
as masalah-masalahnya, perln dikaji dan dipelajari lebih mendalam, dan

—

Sunaryayj Hartono, “pen

: garuh Teknologi terhadap Hukum,” Makalah, dibawakan dalam Seminar
Nasional Iptek dan Huk

um: Tantangan dan Respons, diselenggarakan di Jakarta, 1992,
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kemudian ditarik manfaatnya bagi bangsa Indonesia Untuk i

dikemukakan .secara ga::is besar dan singkat, mengenai. upay:- 1tu berturut-turut akan
penggunaan pidana penjara. Pembahasan akan meliputi Upaya untuk mengurangi
]. denda sebagai model (cara) eksekusi pidana penjara;

denda harian;

t-3

bekerja untuk kepentingan umum tanpa mendapat bayaran:
penjara akhir pekan; |

o W

community service order.

Selain itu penguraian juga akan dilengkapi dengan pembahasan mengenai pidana
bersyarat, yang masih termasuk dalam stelsel pidana Indonesia, sebagai salah satu cara
yang dapat ditempuh dalam mengurangi penggunaan pidana penjara

A. Denda sebagai Model (Cara) Eksekusi Pidana Penjara

Hart mengatakan, hukum adalah suatu sistem aturan yang di dalamnya meliputi pula
pengambilan keputusan.'® Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan dalam hukum
merupakan saat penting yang sangat menentukan guna pencapaian tujuan hukum itu
sendiri. Menurut Thomas Morawetz, konsep berpikir antara- hukum dan pengambilan
keputusan tampak jelas dalam hukum pidana.' Dalam hukum pidana pengambilan
keputusan merupakan fase penting dari proses beracara yang sangat menentukan, apakah
rasa keadilan terpenuhi dan juga apakah kepastian hukum terjaga dengan baik atau tidak.
Untuk itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus dapat mempertimbangkan segala
segi yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi sedemikian rupa, sehingga tujuan-tujuan
dari ditegakkannya hukum dapat terpenuhi.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut termasuk di dalamnya mengenai bentuk pidana
apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah justru cukup dengan tindakan
 (maatrigel). Adakalanya ketidakjelian hakim dalam menentukan hal ini menyebabkan rasa

keadilan terabaikan, terutama bagi terdakwa.
dilakukan seseorang, dilihat dari rasa keadilan m -
menjatuhkan tindakan, atau pidana tertentu yang berklasifikasi
dijatuhkan terhadap perbuatan itu.

Adalah mungkin suatu perbuatan pidana yang
asyarakat cukup diatasi dengan
lebih ringan dan pidana

lain yang umumnya

, . i ishing Co.
¥ Thomas Morawetz, The Philosophy of Law: An Introduction, New York: Macmillan Publishing

Inc., 1980, him. 177.
9 Ibid
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\walaupun demikian, penjatuhan pidana penjara ba
sedangkan apabila hanya dijatuhkan denda masih terla
hakim di Eropa menjatuhkan terdakwa dengan de
dibayarkan dari harta kekayaan terdakwa, sedangka
dari persentase penghasilan hariannya. Diharapkan p

harian dapat dianggap sebanding dengan pidana p
pula dijadikan pidana tersendiri.

ginya dirasakap terlampau berat,
mpau ringan, Oleh karena itu hakim-
nda ditambah denda harian, Denda
n denda harjan diambil dan dihitung
enjatuhan denda dan ditambah denda
enjara. Selain jtu denda harian dapat

Perhitungan denda harian adalah dengan menggunakan sistem satuan denda harian
yang dihitung berdasarkan penghasilan harian terpidana. Di Swedia, misalnya, denda
harian minimal satu satuan denda harian dan maksimal 120 Satuan denda, dalam hal adanya
pemberatan jumlah satuan denda harian dapat ditin gkatkan hingga 180 satuan denda harian,
Satu satuan denda harian bervariasi (hergantung pada penghasilan terpidana) antara sepuluh
sampai seribu crown Swedia. Sanksi mode] demikian, yaitu (denda ditambah) denda harian

dapat dijadikan alternatif pidana penjara. Selain itu dapat dihindari terlampay banyaknya
pelaku perbuatan pidana yang dijebloskan ke penjara.

C. Bekerja untuk Kepentingan Umum tanpa Mendapat Bayaran

Bekerja untuk kepentingan umum tanpa mendapat bayaran sudah lama menjadi
alternatif pidana denda yang tidak mampu dibayar terpidana di bebci'apa negara Eropa,
seperti Italia sudah dimulai sejak 1889, Norwegia sejak tahun 1902, Jerman sejak tahun
1924, Swiss sejak tahun 1949, dan Portugal sejak tahun 1954, Hanya saja, menurut Roeslan
Saleh,* di banyak negara ketentuan undang-undang mengenai ini hanya merupakan huruf-
huruf mati karena aturan-aturan pelaksanaannyg tidak ada, terutama juga disebabkan masih
belum adanya infrastruktur yang sebanding.

Bekerja untuk kepentingan umum tanpa mendapat bayaran selain sebagai alternatif
pidana denda yang tidak mampu dibayar, juga dapat sebagai altematif pidana penjara,
telah diterapkan di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Nederland, dan Luxemburg.
Umumnya pidana penjara yang telah dijatuhkan itu dengan grasi, selanjutnya diubah
menjadi pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar.

Ada sementara pihak yang berkeberatan dengan jenis sanksi bekerja untuk
kepentingan umum tanpa mendapat bayaran ini, dengan alasan bertentangan delrfga.n h:ku
: - , jus
asusi manusia, karena dianggap sebagai suatu kerja paksa. Menurut hemat penulis, j

—_——

* Roeslan Saleh, Pidana Lain..., Op. Cit, him. 3.
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lebih berdampak buruk bagi terpidana apabila dia dimasukkan dalam penjara dibandingy,,
melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Lebih bertentangap dengan
hak-hak asasi manusia apabila infrastruktur penjara justru kurang memadai.

Dengan mengaktifkan sanksi bckerjai untuk kepentingan umum tanpa dibayar ip;
maka ditemukan satu cara lagi membatasi penggunaan pidana penjara. Sekalj lagi dampa};

buruk pidana penjara dan masalah kapasitas penjara dapat teratasi dengan sendifiny,
apabila sankst ini diterapkan.

D. Penjara Akhir Pekan

Alternatif lainnya yang dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk mengurangj
penggunaan pidana penjara adalah penjara akhir pekan (weekend-imprisonment).

Sistem sanksi pidana akhir pekan telah diterapkan di Denmark yang sering
dikombinasikan dengan penjara malam hari saja (night-imprisonment only). Di Belgia,
pidana ini dikenal dengan sistem semi-detention, Perancis disebut dengan semi-liberte atau
Arret de fin de Semaine, Portugal hal serupa dikenal dengan weekend-detention atau sem;.
detention. Selain itu di luar Eropﬁ sanksi 1ni telah diberlakukan Selandia Baru dengan
sebutan periodic-detention. Pada intinya sistemn sanksi ini mengharuskan terpidana untuk
tinggal di dalam penjara pada waktu tertentu setiap akhir pekan (Sabtu-Minggu), sampai
masa pidananya dapat dikatakan selesai. Selebihnya di luar akhir pekan it terpidana
diperbolehkan bekerja dan atau menjalani pendidikannya di luar tembok penjara.

Di Denmark, satu satuan penjara akhir pekan berkisar antara 40-48 jam, yang
disetarakan dengan dua hari pidana penjara yang normal, dengan maksimum 15 satuan
akhir pekan.”® Dengan menjalani penjara akhir pekan, si terpidana tidak akan terlalu
terpisah dengan lingkungannya dan juga tidak terlalu lama terus-menerus berada dalam
rumah penjara, sehingga dampak buruknya dapat dihindari seminimal mungkin,

Portugal menerapkan pidana ini sejak tahun 1983, Hakim-hakim Portugal memiliki
kewenangan untuk mengubah pidana penjara lebih dari tiga bulan menjadi weekend-
detention atau semi-detention® Sama seperti Denmark, penjara akhir pekan ini hanya dapat
dijatuhkan maksimum 15 satuan, tetapi satu satuannya berkisar antara 36-48 jam yang
disetarakan dengan empat hari menjalani pidana penjara yang normal, Hakim Portugal

% Anton van Kaimthout & PJ. Tak, Op. Cit., him, 34-35,
*  Lihat Pasal 44 dan 45 Portuguese Penal Code.
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dalam menerapkan penjara akhir pekan haryg memiliki

. alasan yp . .
hakim melihat pada diri terdakwa menunjukkan ras, yang cukup, yaitu apabila

pidana lain.

Di Swiss, kewenangan untuk mengubah pidana
terletak pada kanton. Pidana penjara yang dapat
terbatas pada perbuatan yang dijatuhkan pidana
minggu),”” sedangkan di Perancis penjara akhir pe
yang melakukan perbuatan pidana yang karena itu
atau lebih.* Juga terhadap seseorang yang dijaty

penjara menjadi penjara akhir pekan
diubah menjadi penjara akhir pekan
Penjara lebih daripada 14 hari (dua
kan dapat diterapkan pada seseorang
dijatuhkan pidana penjara enam bulan

- - hkan pidana penjara 12 bujan atau lebih
jika niat dari perbuatan terlarang itu patut dihormati.®

E. Community Service Order

Di antara beberapa macam cara membatasi penggunaan pidana penjara adalah
community service order yang dewasa ini paling banyak mendapat perhatian ahi-ahli
hukum pidana di dunia. Community service order pertama kali diperkenalkan di Inggris
yang mulai diberlakukan (sebagai percobaan diterapkan di Inner London Nottingham,
Durham, South West Lancaster, Ken dan Shrosphire, yang kemudian pada tanggal 1 Januari
1976 berlaku di seluruh Inggris) sejak tanggal 1 Januari 1973,

D1 Swedia, community service order juga diberlakukan sekitar tahun 1977 berdasarkan
hasil evaluasi/laporan Swedish National Council for Crime Prevention tentang perlunya
alternatif pidana penjara, sedangkan di Perancis community servide order baru diterapkan
sekitar periode Desember 1980 terhadap 20 orang terpidana. Hal serupa didapati hampir
di seluruh negara-negara Eropa.

Pada intinya community servide order merupakan alternatif pidana penjara yang
sebelumnya telah terlebih dahulu disetujui terpidana. Artinya, terpidana dapat menolak
sanksi ini, tetapi konsekuensinya berarti dia memilih pidana penjara.

i
' Lihat Pasal 397-b Swiss Penal Code.
* Lihat the Act of I7th July 1970 (No. 70-643).

® Lihat Pasal 723 Code of Criminal Procedure France,
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apkan jumlah jam yang harus diisi terpidana dengan berbagai kegiap,
entingan masyarakat. Jumlah jam community service g;
dengan 240 jam. Denmark menerapkan community service
pai dengan 200 jam, sedangkan Perancis
120 jam. Selain itu, Portugal menetapkan

Hakim menet
bertujuan melayani kep
40 sampai
berkisar antara 40 sam
tara 40 sampai dengan
nity serivice.

yang
Inggnis adalah antara

dengan jumiah jam

menetapkan jumiah jam an

sembilan sampa 180 jam commili
Order pekerjaan yang dilakukan seseorang yang menjalani community service

iri olehnya. Dialah yang lebih mengetahui kegiatan mana yang
ani masyarakat. Dj Perancis kegiatan-kegiatan tersebut dapa
n milik umum, membersihkan aliran sungai dan jalan

i alat bermain anak-anak di taran-taman umum, dan

]ain-lain. Sebenarnya pekerjaan yang dapat dilakukan terpidana tidak terbatas sampai di
situ saja. Sepanjang terpidana dapat secepat mungkin menampilkan kesan bahwa dirinya
‘e]ah melakukan suatu pekerjaan untuk melayani masyarakat, maka dapat dikatakan order

telah dilaksanakan.
Berdasarkan keselurihan uraian di atas, maka setidaknya ada lima cara yang telah

seyogianya dipilih send
sedapat mungkin melay
berupa mencat bangunan-banguna
raya dari pencemaran. memperbaik

dilakukan negara-negara Eropa dalam mengurangi penggunaan pidana penjara yang
menurut hemat penulis masih asing dalam sistem hukum pidana kita. Sebenarnya ada satu
cara lagi yang juga diterapkan di Eropa, yaitu pidana bersyarat, dan ternyata hal inipun
masih dianut dalam sistem pidana kita berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Pid:-fna. Pidana bersyarat merupakan salah satu cara pengurangan penggunaan pidana
penjara yang masih efektif dan efisien. Kesulitan yang sering dihadapi dalam
melaksanakan pidana bersyarat dalam praktiknya adalah kurangnya pengawasan terhadap
dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus dari pidana bersyarat tersebut. Selebihnya
dapat dikatakan pidana bersyarat (apapun namanya nanti) patut dipertahankan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang. |
Untuk melengkapi pembahasan dalam bagian berikutnya akan dikemukakan mengenai
stelfel pidana Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional yang akan datang umumnya, dan khususnya hal-hal yang menurut hemat penulis
merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara.

I
ﬁ ARA-CARA MENGURANGI PENGGUNAAN PIDANA PENJARA DALAM
ANCANGAN KUHP NASIONAL

Kebutuh :
Indonesia me:::l'::;n Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru bagi
sesuatu yang sangat mendesak, melihat begitu tertinggalnya Werboek

62



MENELUSURI KEMBALI CARA-CARA MENGURANG!
PENGGUNAAN PIDANA PENJARA

van Strafrecht yang telah diterjemahkan secara tidak resmi, apabila dibandingkan dengan
pczkembangan masyarakat Indonesia dewasa inj.

Setelah itu kebutuhan akan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga
gidasarkan alasan-alasan lainnya, yang oleh Loebby Logman dikatakan sendiri atas alasan
politik, sosiologis, dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran, bahwa suaty negara
merdeka harus mempunyai hukumnya sendiri yang bersifat nasional dem; kepentingan
nasional * Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, oleh karena itu Tndonesia
juga membutuhkan hukum nasional (dalam hal ini adalah Kitah Undang-Undang Hukum

pidana) yang bersifat nasional demi tercapainya tujuan nasional dan terlindunginya
kepentingan nasional. Lebih jauh Loebby Logman menyatakan:?!

Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yYang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu
bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas
negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian
tidak banyak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka itu.

Oleh karena itu, atas prakarsa pemerintah sejak tahun 1982 usaha untuk menyusun
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah dirintis, dan kini rancangan tersebut
telah selesai. Berkaitan dengan topik tulisan ini, maka diperlukan pula tinjauan terhadap
ketentuan tentang cara-cara mengurangi penggunaan pidana penjara yang telah dirumuskan
dalam rancangan dimaksud.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasonal, pidana pokok
{Pasal 58 (57) Ayat (1)} adalah: (1) pidana penjara; (2) pidana tutupan; (3) pidana
pengawasan; (4) pidana denda; dan (5) pidana kerja sosial. Pidana tambahan {Pasal 60
(59) Ayat (1)} adalah: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang
tertentu dan tagihan; (3) pengumuman putusan hakim; (4) pembayaran ganti kerugian;
dan (5) pemenuhan kewajiban adat.

Meskipun terlihat seolah-olah terdapat lima pidana pokok, sebenarnya pidana penjara
dan pidana denda merupakan pidana pokok yang terutama, sedangkan pidana tutupan,
pidana pengawasan (menurut hemat penulis merupakan model esksekusi pidana bersyarat),
dan pidana kerja sosial merupakan model eksekusi pidana penjara. Adapun pidana mati

3 Loebhy Logman, Delik Politik di Indonesia, Jakarta: Ind-Hill-Co., 1990, blm. 2.

Y Ibid
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bersifat khusus (telah dikemukakan dalam bagian pendahylyg,
wulisan ini). Hal ini ditegaskan pula dalam P(?njelfsan Pasal .58 (57)' Rancaflgan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yaitu: “Terhadap llr‘ldak'-tu'ndalf pidana yang
dirumuskan dalam Buku Kedua yang diancamkar.l hfmyalah tiga _]Cl‘l‘ls pidana; pidap,
penjara dan atau pidana denda dan atau pidana mau, Pidana tutupan, pldan.a pengawasap
dan pidana kerja sosial sebenarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagaj

alternatif dari pidana penjara.”
Dengan demikian setidaknya ada tiga cara mengurangi penggunaan pidana penjara

rut versi rancangan tersebut, yaitu menggantikan pidana penjara dengan pidana
kerja sosial.

merupakan pidana yang

mernu
tutupan, pidana pengawasar, dan pidana

Pidana tutupan dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi dalam melakukan perbuatannya itu dia
terdorong oleh maksud yang patut dihormati.®* Dengan demikian, rancangan tersebut
memberi peluang kepada hakim untuk mengurangi penggunaan pidana penjara apabila
motif pelaku patut dihormati. Adanya pidana tutupan sebagai alternatif pidana penjara
merupakan babak baru perkembangan hukum pidana Indonesia, meskipun sebenarnya jenis
pidana ini telah diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1946.

Pidana pengawasan, menurut hemat penulis, merupakan nama lain dari pidana
bersyarat. Seperti telah dikemukakan dalam bagian kedua tulisan ini, bahwa pidana
bersyarat merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengurangi penggunaan pidana
penjara, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menyebutnya dengan
pidana pengawasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang
menentukan hanya seseorang yang dijatuhkan pidana penjara satu tahun atau kurungan
yang dapat dijatuhkan pidana bersyarat. Artinya, yang menentukan adalah pidana yang
dijatuhkan hakim, bukan yang diancamkan dalam rumusan delik. Sekalipun demikian,
dalam rancangan itu, syarat ini diubah menjadi tindak pidana yang diancam pidana penjara
tujuh tahun atau kurang, dapat dijatuhkan pidana pengawasan.”” Bukan pidana yang
dijatuhkan yang menentukan, tetapi pidana yang diancamkan. Apakah dengan ini semakin
memperluas kemungkinan mengurangi penggunaan pidana penjara atau justru

mempersempit, perlu penelitian lebih lanjut,

* Perhatikan Pasal 69 (68) Rancangan KUHP Nasional,

3 .
* Perhatikan Pasal 70 (69) Rancangan KUHP Nasional,
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Hal yang lebih menarik mengenai cara mengurangi pen
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya pidang kerja sosial,
pidana kerja sosial merupakan jenis pidana alternatif yang sama sekali baru dalam sist;:m
pidana Indonesia. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap seseoran 8 yang melakukan
perbuatan pidana dan dipertimbangkan untuk dijatuhkan pidana penjara tidak lebih darj
enam bulan atau denda tidak melebih Kategori 1 (Rp. 50.000,-). Jadj dapat dikatakan pidana
kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara singkat waktu atau denda yang ringan,
pidana kerja sosial harus sepersetujuan terpidana (hal ini didapati dalam community service
order), dan pekerjaan yang dilakukan terpidana tidak mendapat bayaran serta untuk
kepentingan umum (sosial) (mengenai ini terdapat pada pidana bekerja untuk kepentingan
umum tanpa dibayar). Pidana kerja sosial dikenakan paling lama 240 jam, untuk terpidana

yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana di bawah umur 18 tahur, Pidana
kerja sosial paling singkat selama tujuh jam.

BBunaan pidana penjara dajam

IV. PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemikiran
untuk mengurangi penggunaan pidana penjara telah sedemikian berkembangnya, sehingga
diperlukan cara-cara untuk mengurangi penggunaan pidana penjara. Hal-hal yang telah
dilakukan di negara-negara Eropa dapat dijadikan contoh bagi kita dalam mengatasi hal
ite. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah teradopsi
beberapa cara untuk mengurangi penggunaan pidana penjara. Sayangnya, selain itu masih
belum tampak dalam rancangan itu apa yang dalam hukum pidana Eropa dikenal dengan
denda sebagai model eksekusi pidana penjara, denda harian, pidana penjara akhir pekan,
dan pidana penjara malam hari saja.

Untuk itu penulis menyarankan, pada masa-masa mendatang tatkala infrastruktur
pidana kita telah mapan, maka hal-hal yang belum teradopsi dalam sistem pidana Indonesia

perlu terus dikembangkan, sehingga dapat semaju dan selngkap negara-negara lain di
Eropa. ‘

—_———

4 : .
Perhatikan Pasal 74 (75) Rancangan KUHP Nasional.



